
Menimbang

KEPALA DESA TAIYJT'NGRB'O
KECAIIfrJATAN JEKULO ITABUPATEN KUDUS

PERATIIRAN DESA TAITJUNGRB'O
IVOMOR 3 TAHUN 2OL9

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DI DESA TANJUNGRRIO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGRE.IO

: a. Bahwa untuk rnelaksanakan ketentrran Pasal 7
Peraturan Bupati Kudus Nornor 32 Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di

Kabupaten Kudus, Pemerinta-tr Desa telah

menetapkan kewen€rng€u1 - kewenang€u:l yang akan

dilaksanakan berdasarkan berita acara penerirnaan

yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungrejo
dan Ketua BPD serta diketahui oleh Camat Jekulo
atas narna Bupati Kudus;

b. Kewenangan-kewenaragan sebagairnana dirnaksud
huruf a harus dituangkan dalarn Peratrrran Desa

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Desa Tanjungrejo Kecarnatan Jekulo Kabupaten
Kudus;



Mengingat : 1.

c. Bahwa berdasarkan pertirn.,rangan sebagaimana
dirnaks'd huruf a dan truruf b. perlu rnenetapkan
Peraturan Desa:

5

Undang-Undang Nomor 13 Tal.un 1950 l.entang
Fembentukan Daerah-.I)aerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Irlornor 42);
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tal.un
2Ol4 Nornor 7, Tarnbatrein Lernbaran NegareL

Republik Indonesia Nomor 5495);

Peratrrran Pemerintah Norror 43 Tahun 2OI4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nornor 6 tahun 2OI4 tentang Desa (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tal-un 2Ol4 Nornor

I23, Tarnba.Lan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pernerintah Nornor 47 Tatmn

2015 tentang Perubatran Atas Peraturan Pernerintah

Nornor 43 Ta-Lun 2Ol4 tenta-ng Peraturan
Pela-ks arra-ar:_ Unda-ng-lJnda-ng Nornor 6 talrun

2OI4 tentang Desa (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 157, Tambahan

Lernbaran Negara Reprrblik Indonesia Nornor

571,7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 1 11 Tatrun

|2014 tentang Pedorran Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4

Nornor 2O9t);

Peratrrran Menteri Dalarn Negeri Nomor' 44 Taltun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Talrun 2016 Norrot IO37);

2.

3.



6 Peraturan Bupati Kudus Nornor 30 Tal.un 2018
tentang Pedornan Pengelolaa:r l(errangan Desa-

(Berita DaeratL Kabupaten l{udus Tahun 2Ol8
Nornor 31);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2ola
tentang Daftar Ke'uvenangan Desa Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di

Kabupaten Kudus, (Lernbaran Daerah Kabr-paten

Kudus Tahun 2018 Nornor 33);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tal-un 2OIB

tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa

di Kabupaten Kudus, (Lernbaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2O1a Nornor 33);

NiIEMUTUSKAN :

PEfu\TURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA

BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA

'IANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN

KUDUS.

BA[} I
KETPNTU,\N UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Desa ini, y'ang dimaksud dengan:

1. Desa adalah l)esa Tanjlrregrrljo Kecarnatan Jekulo

2. Pemerintah adalah Pem erintatr Pusat-

3. Pernerintahan I)aeratr adalah penyelenggal"aarl

ilmsan pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

rnenyelengga:-akan uru san pelnerintal.an rnenurt. t
asas otonorni dan flrgas pennbantuan dengan

prinsip otonomi seLuas-luasnya dalatn sistem dern

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

8

Me-retapkan



A
'+.

sebagairnana dirrraksud dalarn Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Lg4S.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan Pemrintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan unsur pemerirtahan yang menjadi
ker,venangan daerah otonorn.

Camat adalah pernirn pin dan Koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayatr kerja
kecarnatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
.mernperoleh pelirnpahan Kewenangan
pemerintal.an dari Bupati untuk rnenangani
sebagian uru san otonomi daerah. dan

.menvelenggan:akan tugr;l s urnurn pernerirrta}.an.

Kecarnatan eLdalah ba1:1ia-n wilayah dari Daerahr

1yar:g dipirnpin oleh Ceirnat-

Desa adalah kesatuar ffrasyarakat hukurn yang
rnerniliki batas rvilayatr yang berwenang untuk
rnengatur dar rnengurus tlmsan pernerintahan,
kepentirrga-l1 rnasyaral<at seternpat berdasarkan

prakarsa rnasyarakat. hak asal usu1, dan/atam hak

tradisional yang diakui dan dihorrnati dalarn

sistem pernerintahan l'legara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pernerintal- an Desa adala}. penyelenggaraan

rlrusan perneri.atahan dan kepentingan
rrlasyarakat seternpat dalarn sistern
pernerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia-

9. Pernerintatr Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara-

Pernerintahan Desa.

10. Badan Perrnusl'awaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalatr lernbaga yang

rnelaksanakan fungsi pernerintatran yang

anggotan1ra rnerupakan s'a]<il dari Penduduk

5.

o

7.
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II

Desa berdasarkan keterwakilan vr.ilayatr dan
ditetapkan secara dernokratis.
Lernbaga Kerrrasyzrrakatanr. Desa adalah lernbaga
yang dibentuk oleh rnasyal:akat desa sesuai
dengan kebutuhan dan rnerupakan rnitra
Pernerintah Desa r-lalarn rnernberdavakan
rrrasyarakat Desa-

Musyawarah Desa adalzr.lr Musyawarah antara BPD,

Pemerintah [)esa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakal oleh BPD antuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.

Kewenangan Desa adalah kervenamgan yang

dirniliki Deser rneliputi kewenangan berdasarkan
hak asal ttsulo ke'venangan lokal berskala Desa,

kewelrangan yang ditugaskan oleh Pernerintah,

Pernerinta-kr Daerai-tr Provinsi, atau Pernerinta}.

Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang

clitugaskan oleh Pernerintall, Pernerintakr Daerakr

Provinsi, atam Pernerintah Daerah Kabupaten

sesuai dengan ketentuan peraturan perr'ndang-

undangan-
Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul
adalakr hak yang rrrerupakan warisan yang

rna.sitr hidup dan prakarsa Desa- atau prakarsa

rnasyarakat Desa sesuai dengan perkernbangan

kehidupan rrrasyarakat.
Kewenangan lokal berskala Desa adalah

kewenangan untuk rrrengatu-r dan rnengr-Lrus

kepentingan lnasyarakat Desa yang telakt

dijalankan olekr Desa atam rnarnpLr dan efektif

dijalankan oleh Desa atam yang rnuncul karena

perkembangan Desa dan prakarsa rnasyarakat

Desa.

T2
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16. Rencana Pernbang'rran Jangka Menengatr
Desa, yang selanjutn;za disingkat RPJM Desa,
adalatr dokurnen pere'canaa' Desa unt'k
periode 6 (enarn) tatrun.

17. Rencana Kerja pernerintah. Desa, yang
selanjutnya disebut RKp Desa, adalal-
penjabaran dari Rencana pernbangunan Jangka
Menengatr Desa untuk jangka rvaktu 1 (satu)
tatmn-
Anggaran Pendarpatan dan Elelanja Desa,
selanjutnya disebut APBDesa, adalal- rerrcaJt"a

keuangan tatrt.nala Pernerintatran Desa.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersarna BPD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rrrang lingkup dalarn Peraturan Desa ini adalah:

a. Maksud dan Tujuan;
b. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;

c. Kewenangal Lokal Berskala Desa;

d. Pelaksanaan Kewenangan Desa;

e. Pungutan Desa;

f. Pernbinaan dan Pelaporan; dan
g. Pernbiayaan.

BAI:} III

MAI$I]D I':I[N TUJUAN

Pasrel 3

Maksud di.tetapkannya Peratrrra:e Desa ini adalah
dalarn rangka mengatur, rternbagi, dan rrrenegaskan



kewenangan Desa. yang dapat dilaksanakan oleh
Desa berciasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah memberikan

kejelasan pengaturan, pembagian dan penegasan kewenangan

Desa berdasarkan bidang-bidang :

a. bidang Penyelerrggaraan Pernerintalean Desa;

b. bidang Pelaksanaan Pernbangunam;

c. bidang Pernbinaan Kernasyarakatan; dan
d. bidang Pernberdayaan Masyarakat.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria Kevzenangan Desa Berdasarkanr Hak Asal

IJsul, antara lain:
a. Merupakam vrarisan se;ranjang rnasih hidup;

b. rsesuai perkermbangan r:nasyarakat; dan

c. sesuai prinsip Negl;t-ra Kesatuan Republik

Indonesia-

Pasal 6

(1) Perincian kervenangan Desa berdasarkan hak asal

usul sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5

paling sedikit terdiri atas:

a. sistern organisasi perangkat Desa;

b. pernbinaan kelernbagaan masyarakat;

c. pernbinaan lernbaga dan hukurn adat;

d. pengelolaan tanah kas Desa; dan

e. pengerrbangan peran lrasyzrrakat Desa-



(2j Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) setelafr
dilakukan identifrkasi dan inventarisasi.
rneliputi:
a. Bidang Penyelenggaraan Pernerintal- an Desa:

1. Penataan kelernbagaan tradisi Desa;
2. penyelesaian sengketa antar ffrasyarakat di

lu ar pernilikan hrak-hak perda-ta;

3. pencatatan dan inventarisasi kepernilikan
hak atas tanan di Desa;

4. Pengarrra-rr.an perretapan batas pernilikan
tanah rnasyarakat;

5. pern,anftratan lrr,-ltan rnilik negara olekr

Desa;

6. penday€rguriaan l-rinah-tanal. Desa untuk
keperlui;L-r rnasyarakat Desa; dan

7. pengelolaan kekayaan dan aset Desa.

b. Bidang Pelaks;arraarl Pernbangunar:t":

1. peningkatan upaya gotong-royong

filasyarzrJ<at; dan

2. pernakaman Desa dan Petilasan-
c. Bidang Pernbinaan Kernasyarakatan:

1- pernbinaa:r rr:rnbug-rernbug warga; dan

2. pernbinaan kerrkunan warga rnasyarakat
Desa.

d. Bidang Pernberdaya-an Masyarakat :

1 . pengernbangan dan pelestarian adat-istiadat

dan nilai-nilai sosial budaYa; dan

2 . pengernbangan lernbaga-lernbaga ker.angan

di Desa.



BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasi:rl 7

Kriteria I(ewenangan Lokr.rl Berskala Desa, antara
lain:
a. sesuai keper:Ltingan rnarsyaralcat Desa;
b. telah dijalankan oleLr Desa;
c. rnarnpu dan efektif dijalankan olekr Desa;
d. rrrrncul karena perkernbangan Desa dan

prakarsa firasyarakat f)esa; dan / ataLr

e. prograrrr kegiatan Pernerintakr, Pernerinta}.
Daerah Provinsi, dan Pernerintah Daerah dan

pihak ketiga yang telatr diserahkan dan dikelola
oleh Desa-

Pasal 8

(1) Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa-

sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7, terdiri
atas:
a. pengelolaan tarnbatan peral-u;

b. pengelolaan Pasa-r Desa;

c. pengelolaan ternpat pernandian urnurn;

d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan perrnukirnan

ffrasyarakat Desa;

f. pernbinaan kesehatan rnasyarakat dan

pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. pengernbangan dan pernbinaan sanggar seni

dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa rlan tarnan

bacaan;
i. pengelolaan ernb-.rng Desa;

j. pengelolaan air m-inum. berskala Desa; dan



k. pernbuatan jalan Desa- antar perrn,kirnan ke
wilayatr pertanian.

(2) Kewe;rangan Lokal Berskala Desa sebagairn.na
dirnaksud pada ayat (1) setelale dilakukan
identifikasi dan inventarisasi, rneliputi:
a. Bidang Penyelenggaraan Pernerintahan Desa:

1. penataan Dusrrn, Rukun W'arga, dan

Rukun 'Ietangga;

2. pelaksanaan sistern adrninistrasi dan

inforrnasi Desa;

3. pengernbangan tata rrang dan peta sosial
Desa;

4. pendataan penduduk;
5. penyusrlnan dan pendayagunaan profil

Desa;

6. penataan sllsunaL organisasi tata kerja
pernerintah Desa;

7. penetapan kerja sarna altar-Desa dan/atau
pihak ketiga;

8. pengelolaan gedung perternuan atam balai
Desa;

9. Penyelenggaraan evaluasi tingkat
perkernbangan Desa; dan

10. pernbartgurran sarana dan prasarana

kantor Desa;

b. Bidang Pelaksanaarr Pernbangunan:

1. pengelolaan sarat ta, dan prasarana Desa;

2. pengelolaan pela1,;enan sosial dasar; dan

3. pelestarian lingki-rngan hidup di Desa;

c. Bidarrg Pernbinaan l(ernasyarakatan

1. pernbinaan ketertiban dan ketenter€rrnan

wilayal. dan lnasJ:arakat Desa;

2 - pernbinaan keperrr.r.rdaan Desa; dan

3. pernbinaan olahraga Desa'-



d. Bidang Pernberrlayaan Masyarakat:
1 . pernberdayaan kelornpok-kelornpok

rnasyarakat;
2. pernberdayaan kelornpok-kelornpok rentan;
3- pernberdayaaan kader pernbangr-rnan dan

pernberdayaan rnasyarakat;
4. pernberdayaan kesejahteraan keluarga;
5. pendayagunaan dan pernanfaatan teknologi

tepat guna;
6. Pengelolaan BUMDesa;

7. pengelolaan usal.a pariwisata di Desa;

B. p,:oduk unggulan l)esa;

9. Penanganan kebakaran hutan dan bencana

alarn skala Desa; dan

10- pernberian bantuan kepada rrrasyarakat

Desa yang tidak tercanturn dalarn

prograrn pernerintah.

BAI:I VI

PELAKIJANAAN KH IMENANGAN DESA

Pasrr.l 9

(1) pelaksanaan l.:ewenangan desa dijabarkan dalam

bentuk progr.arn dan kegiatan desa serta sebagai

d.asar penyusunal penganggaran dalarn

APBDesa.

(2\ Prograrn dan kegratan desa sebagairarana

dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Pernerintah Desa, BPD, LKD dan/ atalu u-nstlr

rrrasyarakat lainnYa.

(3) Kepala Desa rnernbagi pelaksanaan kewenangan

desa kepa-da perangkat Desa sesr-ai dengan

tugas dan fungsir-Ya--



(4) BPD dapat rnelaksamakan sebagran kewenangan
desa yang sesuai dengam tugas dan fungsinya.

(5) LKD dan/atam rlnsur rnasyarakat lainnya
melaksanake:e sebagian kewenangarr desa yang
sesuai dengan ttrgas dan fungsinya.

Pasal 10

I(erverrangan deser rr: en.1rldi bahan penJrLrsunan
prograrn dar. kegiatan l]rr:sa yang tertuang pada-

Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan
Desa tentang RKP Des;ia., dan Peraturan Desa.

tentang APBDesa.

BAB VII

PUNGUTAN DESA

Pasal 1 1

Desa dapat rnelaksanakan pungutan dalarn

rangka peningkatan penda.patanr asli Desa sesuai

dengan ke'wenamgan Desa- berdasarkan
peratttran perundang-undangan.

Pernerintah Desa dapat rnelakukan pungutan
atas usatra- yang dihasilkan dari pengelolaan dan

pelaksanaan kewenangan Desa.

Usakra sebagairnana dirnaksud pada ayaf (2)

berupa- pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan

usala lainnya untuk sebesar-besarnya

ke sej atrtera-an rrrasyarakat.

(1)

(2)

(3)



(4) Gtrna rneningkatl:an pr oduktivitas dan efektivitas
pengelolaan aset, jasa peleryanean, dan usa}.a
lainnya sebergairnana dirnaksud pada ayat (3)

Desa dapat 'rnendirikan BUM Desa berdasarkan
Peraturan Desa tentang Pendirian BIJMDesa.

Pasell 12

Pungutan-pungtrtan Desa dikelola berdasarkan

asas-asas transparanr.si, akuntabel, efektif, dan

efisien.

Pasal 13

(1) Pernerintah Desa dilarang rnelakukan pungutan

sebagai penenrn ,1afl Desa selain yang ditetapkan

datarn Peraturan Desa-

(21 Pernerintatr Desa dilarang melakukan pungutan

pologoro dan pungutan atas ja'sa' layanan

adrninistrasi yang diberikan kepada ralasyarakat

Desa.

(3) Jasa laYanan adrninistrasi

d.irnaksud Pada aYat (2) meliPuti:

a. surat Pengantar;
b. surat rekornendasi; dan

c. st.rat keterangan'

sebagaim.ana

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Kepala Desa

pelaksanaarr

Pasal 14

melakukan Pembinaan terhadaP

penataan kewenangan Desa'
(1)



(21 Pembinaan sebagairnana dirnaksud
(1) rnelalui:
a. fasilitasi dan koordinasi;
b. Peningkatien kapasitas aparattrr

Desa;

c- rnonitoring dan evaluasi; dan
d. dr'kungan teknis adrninistrasi.

BAIJ IX

PEMBIAYAAN

pas6.l 16

Pernbiayaan untuk pelaksanaar

kewenangan Desa dibebankan Pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 15

(1) Kepala Desa wajib rnelaporkan realisasi
pelaksanaarr kewenangan Desa kepada Bupati
rnelalui Carnat.

(2) Pelaporan sebagairnana dirnaksud pada aya.t (1),

dilakukan seca-ra tertulis dan disarnpaikan
paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun
atam sesuai kebutuhan.

(3) Hasil pelaporan sebagailnarra dirnaksud pada

ayat (1) dijadikan batran oleh Kepala Desa

untuk rnelerl<ukan evaluasi derrgan tetap

firernperhatikan krasil evaluasi Carnat'

(4) Hasil evaluasi sebagairnana dirnaksud pada

ayat (3) dijadikan dasai' p€nyusunan kebijakan

<lalarn rangka penil ta.arr dan pelaksanaatl

kewenangan Desa-

pada ayat

Pernerinta-h

penataan

Desa.;



b.

c.

bantuan keuangan Perrerintah;
bantuan keuangan Pernerintall Provinsi atau
Pernerintah Daerah; dan
sumber lainnya yang sah dan tidak rnengikat
sesuai dengan ketentuan perafirran perundang-
undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

d.

Pasal 17

mulai berlaku pada tanggalPeraturan Desa

diundangkan.

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, rnernerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penernpatannya

dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tanjungrejo
pada tanggal : 6 Maret 2Ol9

KEP JUNGRE.IO

RAWIJANARTI

Diundangkan di Tanjungrejo
8 Maret 2Ol9

DESA TANJUNGREJO

rld

fr!

LEMBARAN DESA TANJUNGRE.IO TAHUN 2OI9 NOMOR 3
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